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PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 262 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
BUPATI GARlf r 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasat 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 
T ahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam 
peJaksanaan tugasnya memperoJeh pefimpahan sebagian wewenang Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 524 
Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari 
Bupati kepada Camat, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur pelimpahan sebagian wewenang 
Bupati kepada Camat, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 T ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten Oalam Ungkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

Menimbang 



Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

IVIEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 
WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT. 

Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kati diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, T ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintt,, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42). 
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BAB II 
TUGASCAMAT 

Pasal2 
Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Garut. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 

9. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah 
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
tugas pemerintahan di bidang tertentu. 

1 O. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Garut. 
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnyi memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah 
kerja kecamatan. 

13. Lurah adalah pemimpin kelurahan. 
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
I 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

15. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

16. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 
pemerintah propinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada 
desa untuk mefaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mefaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

17. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak 
yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 

18. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatlkan daya guna 
tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup 
kecamatan. 

19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 
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Pasal6 

Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 5 kepada Lurah, apabila dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

PasalS 

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melaksanakan tugas 
pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

( 1) Pelaksanaan wewenang Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Camat dalam melaksanakan kewenangannya wajib memperhatikan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan perangkat daerah lainnya. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Wewenang Camat 

Pasal4 

g. penetapan; dan 
h. penyelenggaraan. 

(2) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pad a ayat { 1) 
dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. 

(3) Rincian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

a. perizinan; 
b. rekomendasi; 
c. koordinasi; 

d. pembinaan; 
e. pengawasan; 
f. fasilitasi; 

BASHI 
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG 

SUPATI KEPADA CAMAT 
Bagian Pertama 

Wewenang Camat 
Pasal3 

( 1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat melaksanakan wewenang 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, yang meliputi: 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 
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H. IMAN ALI HMAN SH M.Si 
PEMBINA UT MA MUDA 
NIP. 19590613 198503 1 008 

ACENG H.M. FIKRI, S.Ag 
Oiundangkan di Garut 
pada tanggal /0 ~ ~ .. '2. 00..9 
Pit. SEKRETARIS DA H KABUPATEN GARUT, 

INS~ KTUR 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 8 - 6 - 2009 
B U PAT I G AR U T, 

ttd 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Pasal11 

BABVI 
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 524 Tahun 
2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal9 i 
Pembiayaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan 
sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut. 

Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 
Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BABIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal8 

Pasal7 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, 
Camat menyampaik.an \aporan k.epada Bupati metalui Sekretaris Daerah secara periodik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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